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RINGKASAN 

 

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KABUPATEN 
BONDOWOSO, Al Humam Akur Negoro, NIM D42192249 Tahun 2022, 
Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Sukmawati, SE., MM 
(Pembimbing Lapang) dan Berlina Yudha Pratiwi, SE., M.S.A., Ak (Dosen 
Pembimbing Magang).  

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri 
menyelenggarakan pendidikan vokasional dengan program pendidikan yang 
memprioritaskan kegiatan belajar mengajar pada peningkatan skill mahasiswa 
yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Salah satu bentuk pengimplementasian 
pendidikan vokasional tersebut adalah dengan diselenggarakannya program 
magang. Program magang merupakan suatu kegiatan yang wajib diikuti oleh 
seluruh mahasiswa Semester VII termasuk mahasiswa Program Studi Akuntansi 
Sektor Publik selama 700 jam atau sama dengan 4 Bulan efektif dan merupakan 
syarat mutlak kelulusan mahasiswa. Salah satu lokasi yang dipilih sebagai 
penyelenggara program magang mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor 
Publik adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.  

Program magang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 
dilaksanakan pada dua bidang, yaitu bidang Pajak dan Retribusi serta bidang 
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bidang Pajak dan Retribusi merupakan 
bidang instansi yang melakukan kegiatan secara kompleks, karena mencakup 
seluruh jenis Pajak Daerah kecuali PBB-P2 dan BPHTB. Prosedur Pemungutan 
Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso diawali 
dengan pendataan. Setelah melakukan pendataan akan dilakukan Validasi data. 
Jika validasi data sudah diverifikasi lalu di serahkan ke petugas penerimaan pajak 
daerah, untuk dicetak menjadi SKP (surat ketetapan pajak). Setelah SKP di cetak 
kemudian di tanda tangani,oleh pejabat yang berwenang. Kemudian di 
distribusikan  ke sub bidang penagihan untuk dipungut pajak daerah nya. Setelah 
di pungut di serahkan ke bendahara penerimaan untuk disetor ke kas daerah.  


